BABYV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum terhadap pemanfaatan jalan untuk kegiatan
temporer masyarakat di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini
terlihat dari masih seringnya ditemukan kegiatan seperti pasar
dadakan dan hajatan yang menggunakan badan jalan, sehingga
berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan
pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan dan pemerintah
nagari, upaya penegakan perda selama ini lebih banyak dilakukan
melalui pendekatan persuasif, seperti sosialisasi dan pemberian
imbauan kepada masyarakat. Namun, langkah tersebut belum
dilaksanakan secara konsisten dan belum menjangkau seluruh lapisan
warga. Hambatan utama dalam penerapan aturan ini meliputi faktor
sosial budaya dan kebiasaan lokal yang sudah mengakar, koordinasi
antarinstansi yang belum maksimal, serta ketiadaan aturan pelaksana
teknis yang jelas. Selain itu, peran serta masyarakat, termasuk tokoh
adat dan tokoh agama, masih terbatas pada dukungan moral tanpa
keterlibatan langsung dalam mengawasi pelaksanaan perda. Dukungan
dari pemerintah daerah dan DPRD juga belum optimal, khususnya
dalam hal penyediaan anggaran dan penyusunan regulasi pendukung.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan
koordinasi, dan penyusunan aturan teknis yang lebih jelas agar
implementasi perda dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mampu
menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kebutuhan
masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan sosial.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai
implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terkait pemanfaatan
jalan untuk kegiatan temporer masyarakat di Kecamatan Rao,
Kabupaten Pasaman, maka penulis memberikan beberapa saran atau
masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman termasuk Satpol PP,
DPRD, pemerintah kecamatan, dan nagari di Kecamatan Rao, agar
memperkuat struktur dan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016. Langkah yang diperlukan meliputi penyusunan
petunjuk teknis sebagai acuan bersama, pembentukan forum
koordinasi lintas sektor secara rutin, penyusunan peraturan turunan di
tingkat nagari yang menyesuaikan substansi perda dengan kebutuhan
masyarakat, serta penguatan peran Satpol PP dalam pendampingan
teknis sejak tahap perencanaan untuk memperkuat pencegahan.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Rao, khususnya tokoh adat, pemuda,
pelaku usaha, dan warga yang memanfaatkan badan jalan untuk
kegiatan sosial, disarankan meningkatkan kesadaran hukum dan
tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum. Setiap rencana
kegiatan yang melibatkan ruang publik hendaknya dikonsultasikan
terlebih dahulu dengan pemerintah nagari atau kecamatan, serta
melibatkan diri dalam proses perizinan, pengawasan, dan evaluasi.
Masyarakat juga memposisikan diri sebagai subjek hukum yang
berperan aktif dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan

selaras dengan nilai-nilai lokal.
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